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ABSTHAK

Pracakel Poprw, W) G2 187, "KEINMIKEAN JANDA ATAS NTAKRTAN
WAR T AN MENURUT HUEUM ADAT 1M KECAMATAN KRANTETAYD
EAIMIIPATEN TANA TOHAIA" . Mapak DH. 1 .M., Ghayrel la, &I
selaku Konsulbas | dan Bapak Andi Parcarengl, SH selaku
konsultan 11,

FPeneditian ini dilekvkan di Kecamatan Kailelayo
Kabupaten Tana Toraga. Tujuan penclitian adelah wntuk
momperoleh pambaran wmum kedudukan jando atas harta
warisan almarhum suaminys, termasuk hal-hal lain voang ada
relevansinys denpan masnlah terscbuol .

Ponelitian dilakukan dengan terjun lungsung ke
masyarakal don moengadakan woawanenrn denpgan paro Lakob
masyarnkal serla para fungsianaris hukum Relempatl,
Lermasuk  responden yang pecnabh ten b bal lanpsung  dengan
masalah lersohut.

Diari data yang diporoleh ftersebut gebagai dalna
primer, terlebih ¢dabulu divlah dan dianalisis sceors
kunlbvatif, kemudian dideskeiptifkan. Disamping ilu,
diperlokan data sekunder vang diperaleh darl literatur-
literatur yang herhubungan dengan inti permasalahan,

Pari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwo
soorang jJands buerhak alas barln warisan almarhum svaminyea.
Hamun  janmpkavan hakoys hanvis terbatas pada hok menguassi
dam menikmali harta worisan Lerschol . Sodaongkan jamda vang
Lidak mempunyai anak, hanyn berhak memperoleh separuh dori
bunga rakkay [(harin beragama). Tidak dikenal adanva
premhagian harta warisan antara jande dengan shll waris
anak. Faktor pelearan (penporbanan) geoiang  Janda Lidak
mempengarulii perolehan harta warisan, Kedudukannya sebagai
iahli waris berloku scjak meninggalinya pewnris dan akan
berakhir pada sant kawin lagi atov pada sant ia meninggal
donea. Alow dapal  jugn Berakhic pado saal ada ook voang
membuluhkan haria warisanm Lerschbut. Anlara hukum adat dan
ruriaprudensi tecdapal persamaan dolam memaodong kedudukan
Janda schagai ahli waris almarhum suaminya.

Hiperaleh jugn kelentunn baohwa scorang jomla berhak
ibas harta bovisan cindiog yvang diberikan scbhagat imbulan
dan bekal hidup yang beraaosl darvi hacta baged {hacta ssol )
puwiris. Atag harte fain dari pihak keluargn pewaris kalau
havta asal 1 jdak ada.




BAaB 1

PENDAHUIL . UOAMN

1.1 Latar Balakang Mazalah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum bagi
masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam
Suku, agama, ras atau golongan dengan sistem kehidupan
dan penghidupan yang berbeda-bada, diperlukan suatu
Panyusunan hukum wyang berasal dari konsep-konsep,
nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup dalam
masyarakat yaitu hukum adat.

Dalam Seminar Hukum Adat dan Pambinaan Hukum
Masional di Yogyakarta pada Bulan Januari tahun 1975

vang diadakan oleh BPHMN kerjasama dengan UGM, talah

disepakati bersama antara lain:

1. Hukum Adat adalah sumbar wyang penting untuk
mamparoleh bahan-bahan bagi pembinaan hukum
nasional menuju univikasi huboum:

2. Untuk pembanguran hukum harta kekayaan hukum
adat mearupakan salah satu sumbarnya.

Hal itu bararti babwa unsur-unsur kejiwaan hukum
adat yang berintikan kepribadian rakyvat Indonesia
porlu dimasukkan ke dalam hukum baru yvang akan
dibantuk agar hukum wang baru tersebut dapat sesuai
dangan rasa keadilan dan kepribadian bangsa searta
kasadaran hukum masyarakat.

Hukum kewarisan adat sebagal bahagian dari hukum

adat, marupakan =alah satu unsur Yang sangat

- P < S N ...
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penting bagi pembinaan dan pambangunan hukum waris
nasicnal. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya suatu
Upaya menggali dan mengetengahkan nilai-nilai =erta
unsur-unsur hukum kewarisan adat yang sedang berlaku
dan ditaati oleh masynra-lmt dalam praktek kehidupan
sehari-hari. Upaya yang dimaksud dapat dilakukan
antara lain melalui penelitian-penelitian baik dengan
panalitian lapangan maupun penelitian pustaka. Dari
hasil penalitian tersebut dapat ditemui segi-segi
pearbadaan dan persamaan antara hukum kewarisan di
dalam suatu dasrah dengan hukum kewarisan yang berlaku
di daerah lain.

Hamun wupaya vang dimaksud bBukanlah suatu
pekarjaan yang gampang terlebih untuk mencari titik
tomu antara hukum keswarisan dasrah yang satu dengan
daerah yang lainnva. Hal ini disebabkan karena
wilayah Indonesia wvang terdiri dari beberapa wilayah
hukum adat dimana tiap wilayvah hukum adat tersabut
masing-masing lempun:raf.- corak dan karakteriastik
tersendiri termasuk hukum kewarizan adatpva.

Hal tersebut oleh wvan vallenhoven vang dikutip
oleh Scepomo (1l981:40), dissbut sebagai lingkungan
hukium adat. Indonesia menurutnya terdiri atas 19
lingkungan hukum adat, diantara lingkaran hukum adat
tersebut masih dibagi atas kukubap~kukuban hukum yang

lebih kecil dan tiap—tiap kukuban tersebut masing-

masing terdapat perbedaan—-perbedaan pula.




Kelemahan-kelemahan sistem hukum kita di
Indonesia saat ini khususnya dalam sistem kewarisan
adat vaitu belum adanya swatu wnifikazi bukum wvang
mangatur masalah kewarisan yang berlaku di [ndonosia,
sahinguya kita tidak heran lagi kalau dalam masyarakat
saring dijumpai perselisihan antara para ahli waris
untuk memparebutkan harta warisan wvang ditinggalkan
oleh pewaris.

Bagi meraka vang tunduk pada hukum islam dan
hukum perdata Barat, hal ini tidak terjadi masalah
lagi karena dalam sistem hukum tersebut sudah daengan
Jalaz diatur mengenal masalah kewarisan seperti siapa-
siapa yang tergolong sebagai ahli waris serta berapa
beasarnya nagian masing-masing ahli waris tersabut.

Berbeda dengan hukum kKewarisan adat sering
ditamur kKetidak sesuvaian dalam masalah kewarisan
antara satu dasrah dengan dasrah yang lainnya. Hal inid
teantuy akan menimbulkan pertanyaan mengapa huokom
kowarisan vang berlaku pada suatu wilavah/daasrah
tertentuy tidak sama dengan wang berlaku di daerah
lainnyva di ITndonesia. HMisalnya kalau kKita
membandingkan hukum Kewarisanm yang barlaku di dasrah
vang menganul sistem kekerabatan Patrilineal seperti
di Baktak, tentu akan berbeda kalau kita bandingkan
dengan hukum kewarisan yang berlaku di daerah wyang
manganul sisteam kekerabatan Hatrilinoal.

Parmasalablhan 1l tentu memerlukan sualu  upava

untuk mancari Takbor-faktor penyvebabnya. Salah satw




upaya yang penulis telah singgung di atas adalah
melalui pendekatan langsung ke masyarakat dangan
mangadakan peanalitian.

Khusus yang menyangkut kedudukan janda atas harta
warisan suaminya sebagaimana panulis akan
parmasalahkan dalam penyusunan skripsi, sudah barang
tentu akan berbada pula antara daesrah yang satu dengan
dasrah lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan
hukum adat bagi masing-masing daerah tersabut,
khususnya perbedaan sistem garis kekarabatan yang
sangat &rat kaitannya dengan masalah hukum kewarisan.

Demikian halnya kalau kita malihat dalam
vurisprudensi wang =sudah merupakan salah =atu sumbar
hukum formil di Indonesia, tidak ada kesearagaman
antara yurisprudensi wyang satu dengan wurisprudensi
lainnya. Seperti kalau kita bandingkan putusan MA yang
ada pasa saat sebelum kKemerdekaan cenderung melihat
janda bukan sebagal ahli waris sedang, putusan MA vang
ada =sesudah kemardekaan nampaknya menganggap Jjanda
sobagai ahli waris wang berhak memparcleh harta
warisan suaminya.

Rantetayo sebagal baglan dari dasrah Tana Toaraja
dengan =istem kekerabatan parental, merupakan salah
satu wilavah wang masih konsisten dalam pemeliharaan
adat, Kareama di wilayah ini corak kehidupan masyarakat
belum banyak dipengaruhi oleh budaya luar.

Sabagai dasrah wang menganut sistem kekerabatan

perental, maka hukum adatnya secara sepintas akan sama




1.2

dengan daerah yang juga menganut sistem kekerabatan
Parantal. Mamun penulis melihat ada suatu wvariabal
lain yang membedakan kalau dibandingkan dengan dasrah-
dasrah lain, khususnya jika kita lihat kedudukan Janda
sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan oleh latar
belakang prinsip hukum adat Tana Toraja vang melihat
sebagal ahli wariz atau bBukan ahli wariz, tidak hanya
dilihat dari hubungan kekeluargaan tetapi juga kita
lihat dari faktor lain, seperti pengorbanan sesescrang
pada saat pelangsungan upacara pemakaman jenasah
pawWaris yang mana dalam Bahasa Toraja dikenal sebagai
Mangrinding atau Metuagq.

Bertitik tolak dari uraian di atas penulis
tartarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan
penalitian dan akan dipaparkan dalam bentuk skripsi
dangan judul “KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN
HEHURLIT HUEUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYD KABUPATEM
TAMAa TORAJA™.

Rumusan Masalah
Mengingat luwas dan rumitnya permasalahan ini,
maka panulis menstapkan pokok permasalahan s=sabagai
barikut:
1. Bagaimanakah kedudukan saorang janda atas harta
warisan almarhum suaminya, apakah sabagai ahli
waris ataukah bukan ahli waris?

2. Bagimanakah pambagian harta warisan antara secarang

Janda dengan ahli waris lainnya?




1.3

Faktor-fTaktor apakah yang dapat mempangaruhi besar-
nya bagian yang dapat diperoleh janda?

Kapankah mulai dan berakhirnya kedudukan janda
spbagai #hli Waris?

Bagaimanakah pandangan hulum adat bila dihubungkan
dengan yurisprudensi vang manganggap janda sobagai

ahli waris atas harta warisan almarhum suaminya?

Tujuwan dan Kegunaan Penslitian

L.3.1 Tujuan Penelitian

s

Untuk mengetahui kedudukan janda atas harta warisan
almarhum suaminya, apakah sebagai ahli waris atau
bBukan ahli waris?

Untuk mengetahui pembagian harta warisan anktara
seorang janda dangan ahli waris lainnya.

Untuk mengetahui faktor-tfaktor apa vang
menppangarubl besarnya bagian harta warlisan wyang
diperaleh seorang janda.

Untuk mengdetahui saat mulai dan berakhirnya
hedudukan seorang janda sebagail ahli waris.

Untuk mengetahui bagaimqna parmdangan hukum adat
terhadap yurisprudensi yang memberikan kKedudukan
hak mewaris kepada seorang atas harta warisan

almarhum suaminva.

1.5.2 Kegunaan Panelitian

L.

Memberikan gamnbaran umum tentang kKedudukan janda

atas harta peninggalan almarbhum suaminya.




Faktor-faktor apakah ¥Yang dapat mempengaruhl besar=
Nya bagian yang dapat diparolsh janda?

Kapankah mulai dan berakhirnya kedudukan janda
sebagai ahli waris?

Bagaimanakah pandangan hukum adat bila dihubungkan
dengan yurisprudensi yang menganggap janda sebagai

ahli waris atas harta warisan almarhum suaminya?

Tujuan dan Kegunaan Penalitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

L.

Untuk mengatahui kadudukan Janda atas harta warisan
almarhum suaminya, EB‘#;“ sabagai ahli waris atau
bukan ahli waris?

Untuk mengetahui pembagian harta warisan antara
saorang janda dengan ahli waris lainnya.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa wvang
mempangaruhi besarnya bagian harta warisan vyang
diparcleh seorang janda.

Untuk mengetahui saat mulai dan barakhirnya
kedudukan secrang janda sebagai ahli waris.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum adat
terhadap wurisprudensi wang memberikan kedudukan
hak mewaris kepada seorang atas harta warisan

almarhum suaminya.

1.3.2 Eegunaan Panalitian

.

Memberikan gambaran umum tentang kedudukan janda

atas harta peaninggalan almarhusm suaminya,




Untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan
hukum kewarisan pada khususnya pada lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Untuk menambah pengatahuan penulis pada khususnya

dan para pembaca skripsi ini pada umumnya.

Sebagai sumber bahan baku bagi pihak yang ingin

mangadakan panelitian labihk lanjut.




BAB 2
TINIJAUAN P USTAKA

2.1
Pengertian Hukum Kewari=zan dan Unsur—unsurnya
2.1.1 Pangartian Hukum Kewarisan
Dalam buku-bukuy literatur yang dipargunakan

sampail ‘ﬂﬂ'klf‘ﬂﬂﬁ ini Balum ada I“.“-‘rﬂﬂﬂmal‘l istilah

mengenai hukum kewarisan. Istilah-istilah yang sering
kita jumpai sepearti hukum waris, hukum kewarisan,
hukum pewarisan dan hukum kewarisan.

Berhubungan dengan hal itu, maka penulis akan
mengemukakan beberapa pengertian hukum kewarisan Wang
dikemukakan oleh para ahli hukum dan istilah-istilah
hukum yang digunakan seperti:

Soepomo dalam bukunya Bab-bab Tentang Hukum Adat
(1986:78) mempergunakan istilah hukum waris, dan men-
dafinisikan bahwa:

"Hukum waris itu memuat peraturan—-peraturan yang

mangatur proses menaruskan dan mengopearkan

barang-barang harta benda dan barang vang tidak
barwujud banda (immterille geaderan) dari suatu
angkatan manusia kepada keturunannya'.

Demikian halnya dangan Bushar muhammad (1981:39) '

mangemukakan istilah hukum waris dengan rumusSan:

"Hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang
bartalian dengan proses terus-menerus dari abad
ke abad, adalah suatu peanarusan dan paralihan
kekavyaan baik material maupun immateril dari
suatu angkatan ke angkatan berikutnya®.




Lain halnya dengan Eman Suparman (1985:13)
memakai istilah hukum warisan dengan mendafinisikannya

2ebagal berikut:

“Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah
dan bagaimanakah hak dan kewajiban-kewajiban
tentang harta benda sesecrang pada waktu

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain
vang masih hidup”.

Pandapat yang terakhir ini kalau dibandingkan
dangan pendapat sebeslumnya di atas nampak ada
Perbedaannya. Karena Suparman hanya melihat bagaimana
harta warisan itu akan beralih pada saat pewaris
meninggal dunia. Sedang Soepomo dan Bushar Mohammad
melihat bagaimana proses peralihan harta wari=an vang
dimiliki pewaris baik pada saat pewaris masih hidup
maupun setelah meninggal dunia.

Istilah lain wvang digunakan adalah hukum
kewarisan adat, seperti wang dipakai oleh Achmad
Manggau (1987:1) beliau mendefinisikan sebagai
barikut:

"Hukum kewarizan (adat) adalah keseluruhan

aturan—aturan hukum mangenali penerusan dan

paralihan kekayaan quBFil dan immateril dari

keaturunan Ke keturunan .

pari =ekianm istilah wang digunakan di atas,
pnampak hukum kewarisan adalah istilah wyamg paling
tepat dan dianggap cocok karena mengandung pengartian

wang luas dibanding dangan istilah-istilah lainnya,

karena di dalamnya tidak hanya meanyangkut peawaris dan

ahli waris, tapi juga hal-hal lain yang ada kaitannya
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dangan masalah terszebut.

Lari rumusan-rumusan yang dikemukakan para pakar
hukum di atas dapat ditarik suatu kezimpulan sebagal
Acuan panulisan skripsi ini, bahwa hukum kewaris=an
manurut hukum adat adalah sekalompok norma-norma atau
aturan—aturan yang mengatur proses peralihan harta
kekayaan dari gerasi ke generasi, baik harta berwujud
maupun harta tidak berwujud. Pros=es penarusan dan
paralihannya dapat saja berlangsung pada saat pewaris
masih hidup atau pada saat pewaris telah meninggal
dunia.

Hal ini senada dengan apa vang dikemukakan olah

Eman Soceparman [(1985:17), bahwa:
"Walaupun terdapat parunmusan dan uraian wyang
baragam tentang hukum waris, pada umumnya para
penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu
marupakan perangkat kaidah vang mengatur tentang
cara peralihan harta warisan dari pewariz kepada
ahli warisnva”.
2.1.2 Ungur-unsur Kewarisan
Beartitik tolak dari rumusan-rumuzan hukum
kewarizan 4di atas, maka terdapat tiga unsur pokok
dalah masalah kewarisan, yakni:

a. Pamaris

Pawaris menurut Eman Soceparman (1985:37) adalah:

“Ssorang vyang meninggal dunia, baik laki-laki
maupun parampuan yang maninggalkan szejumlah harta
kakayaan maupun hak-hak wang Jdiparoleh basarta
kewajiban—kewajiban wang harus dilaksanakan pada
waktu hidupnya baik surat wasiat maupun tanpa
surat wasiat”.
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Pengertian pewaris disini menunjukkan kepada
adanya sessorang yang telah maninggal dunia dan
maninggalkan sejumlah harta kekayaan.

Henurut pamahaman hukum kewarisan adat, pewaris
itu tidak hanya orang yang sudah meninggal dunia
tetapi di dalamnya juga termasuk orang yvang masih
hidup sepearti s&smorang yang sudah mau memanuhi
ajalnya dan mempunyai sejumlah harta yang ingin

dialihkan kepada orang lain melalui penunjukan atai
hibah wasiat.

b. Ahli Waris

Pengertian mengenai ahli waris dapat dirumuskan
berdasarkan deafenisi yang dikemukakan olah Wirjono

Projodikoro (1984:87) sebagai bearikut:

"Ahli waris adalah s=elaku orang yang mampunyai

kepentingan atas kejadian meninggalnya sSeseorang

sehubungan dengan adanya harta kekayaan yang
disiapkan untuk memanfaatkan akan kebutuhan
kosealamatan maswarakat”.

Dari rumusan ini dapat diartikan bahwa ahli waris
adalah sesecrang atau beberapa orang yang mempunyai
hubungan keturunan atau oramng lain wang ada hubungan
keluarga dan mempunyai hak atau kepentingan atas
maninggalnya seseaocrang yang mempunyal harta.

Sglanjutnya Hilman Hadikusuma (1990:&67)

mangemukakan bahwa:

"Para ahli wari= adalah semua orang wyang akan
menarima penerusan atau pembagian warisan baik ia
sebagal ahli waris waitu orang yang berhak
mewaris maupun wvang bukan ahli waris tetapi
mandapat warisan”.
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Jadi disini dapat terlihat bahwa ada waris yang
ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris, Hamun
pengertian ini sukar untuk dibedakan, karena ada yang
waris disuvatu daerah sedang di daesrah lain ia adalah
ahli waris, begitu pula di suatu daarah sabagal waris
tetapi tidak memperolah warisan sadang di dasrah lain
ia adalah sebagai waris yang memparoleh bagian.

Pada umumnya para waris adalah anak dari pawaris,
tetapi tidak semua anak adalah ahli waris. Eamungkinan
para waris lainnya adalah anak tiri, anak angkat, anak
piara, waris balu, kemanakan dan para waris pangganti
saparti cucu, ayah-ibu, kakek dan para anggota kerabat
lainnya.

Barhak-tidaknya para waris tersebut untuk mewaris
sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan wang
barsangkutan atau karena faktor lain seperti agama.

Dalam hukum kewarisan adat dikenal adanya tujuh
golongan ahli waris utama vaitu:

I. Eesturunan atau anak keturunannya (Garis bawah)
II. Orang tua dari pewaris atau keturunannya (Garis
atas taraf partama)
III. Saudara pewaris atau keturunannya (Garis sisi
partama)

IV. Orang tua darl orang tua pewaria (Garis atas

taraf kedua)
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V. Saudara dari orang tua pewWwariz beserta keturunan—

nya (Garis sisi kedua)

VI. Orang tua dari orang tua dari orang tua pewaris

(Garis atas taraf ketiga)

VII. Saudara dari orang tua dari orang tua pewaris

(Garis sisi ketiga) .

Dari masing-masing golongan ahli wari=s tarsebut,
meanganut garis atau sistem keutamaan dengan pengartian
bahwa kelompok yang partama/utama menutup kelompok
yang sekunder dari hak mewaris.

Penggolongan . lain ahli waris adalah separti yang
dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1990:77), vyaitu
terdiri atas:

1. Anak Kandung

2. Anak tiri dan anak angkat
3. Wariz balu, janda atau duda
4. Para waria lainnya.

Penggolongan ini jauh lebih luas dibanding dengan
panggolongan yang partama tadi, karena didalamnya
tarmasuk juga ahli wariz yang tidak mempunyai hubungan
keluarga atau hubungan kekerabatan misalnva janda,
duda dan lain-lain. :

Lain halnya dengan pemahaman mangenal ahli waris

di dasrah Tana Toraja yvang menurut pengamatan penulis

bahwa yang dianggap sebagai ahli waris adalah para
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Pihak yang telah ikut bBerkorban pada saat pelangsungan
Fasta pemakaman pewaris, vaitu pihak wvang ikut
magrinding atau metuvag yang biasanya dalam bentuk
Pamotongan kerbau dan hewan sembelian lainnya.
Maqrinding secara harafiah artinva mendindingi,
maksudnya adalah memblokir sabagian harta warisan
orang mati dengan cara ikut mamotong kerbauy pada saat
Pesta pemakaman jenaszah, Pagrinding ini biasanya diri.
keluarga lain. Sedangkan metuag maksudnya adalah sama
deangan pengertian di atas, tetapi hal ini biasanya
dilakukan oleh kerabat atau keluarga sendiri dari

paWaris .

C. Harta Warisan

Pangartian harta warisan antara lain dikemukakan
oleh Hilman Hadikusuma (1990:35):

"Warisan adalah semua harta benda yang ditinggal-
kan oleh secrang yang telah meninggal dunia, baik
harta benda itu sudah terbagi atau belum terbagi
atau mamang tidak terbagi®.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:
“Apabila kita berbicara tentang harta warisan,
maka kita memperscalkan harta kekayaan sesecrang
(pewaris), karena telah wafat dan apakah harta
kekayaan itu akan (dapat) dibagi, atau belum
dapat dibagi, atau memang belum dapat dibagi”.
Istilah terbagi, dibagi atau tidak dapat dibagi

disini adalah dihubungkan dengan pemilikan dan

panguasaannya kepada ahli waris, artinya apakah
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pemilikan atau penguasaan harta warisan tersabut tidak
terbagi, dapat dibagi atau belum tarbagi kepada ahli
waris. Pengertian ini sangat erat kaitannya dengan
sistem kewarisan yang dianut oleh sesecrang dan dapat
Juga dipengaruhi oleh :iiat. kmadaan dan tujuan atau
kegunaan dari benda Warisan terseabut yang mesungkinkan
dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.

Secara umum harta warisan dapat diartikan semua
harta banda, haiﬁ yang berwujud maupun yang tidak
barwujud yang ditinggalkan oleh sesesorang yang telah
meninggal dunia untuk diteruskan pemilikan dan
penguasaannya kepada ahli waris dari yang meninggal
dunia tersabut.

Di sini nampak ada parbadaan p«ngart{an mangenai
harta warisan antara hukum Adat dan hukum Islam disatu
sisi dengan hukum Pardata di sisi lain, Henurut hubum
Adat dan hukum  Islam harta kekayaan wang boerpindah
dari yang meninggal dunia kepada ahli waris dapat
barupa harta kekayaan atau barang-barang dalam Keadaan
barsih setelah dikurangi dengan pembayaran hutang=
hutang pewaris. Sedangkan hukum pardata memandang
bahwa bukan hanya harta kekayaan yang dapat diwariskan
tapi juga utang piutang pewaris.

Pada prinsipnya hukum adat memandang bahwa harta
kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris kepada ahli

waris adalah harta kekayaan yang dimiliki ketika dia
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masih hidup atau =stelah dia meninggal dunia untuk
dikuasai dan atau dimiliki oleh para ahli waris

menurut sistem kekerabatan dan sistem kemarisan wyang

Barlaku dalam masyarakat .

Hilman Hadikusuma .{19?':-:.55]. membagi harta
warisan atas empat bagian yaitu harta pencaharian,
harta asal, harta pembarian dan harta yang berupa
hak-hak dan kewajiban vang diwarisi.

Harta asal meliputi semua harta kekayvaan wyang
dikuasai atau dimiliki 28jak semula pertama, baik
harta bawaan (suami atauyu isteri) ataupum harta
peninggalan yang dibawa masuk ke dalam parkawinan.

Harta pancaharian atau harta bearsama vaitu harta
yang diperoleh atau didapat suami-isteri salama dalam
ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan.
Harta pancaharian ini dikenal dengan istilah : gono-
@ini (jawa), guna kaya (Sunda), Cakkara (Makassar),
Harta suarang (minangkabau).

Harta pemberian dimaksudkan sebagai harta wyang
diperoleh dari seseocrang atau bebsrapa orang (=seabelum
atau sesudah parkawinan) dalam bantuk pemberian ataug
hadiah kareana adanya hubungan keluarga atau hubungan
kazih, balas jasa, atau karena suatu tujuan. Harta
pembarian ini dapat berupa : pemberian karabat,
pamberian anak-kemanakan dan pemberian orang lain,

hadiah serta hibah wasiat.

Dalam hukum adat Tana Toraja juga dikenal
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Ppembagian harta warisan wvang pada pokoknya terdiri
atas:

L. Tanan Pangikkog atau Hanag

Tapan pangikkog adalah harta milik tongkonan
¥ang berupa fanan banua atau ianan maqlitakna yang
bearupa tanah sabagai milik tongkonan yang tak dapat
dipizahkan dengan tongkanan.

Manag adalah barang-barang pusaka wyang

dianggap keramat vYang dapat diwariskan secara turun
temurun berdasarkan panunjukan.

Baggi dan Tekken

Baqgl yaitu bagian harta orang tua yang
dibarikan kepada anaknya sewakty mazih hidup
bardasarkan panunjukan langsung.

Tekken yaitu pambarian sabagai amanat dari
orang yang telah meninggal dunia, yang biasanya
dibarikan kepada orang lain vang mempunyai hubungan
akrab dengan pewaris.

Dakag Eul; Dua atau Bunga Rakkag

Dakag sola dus atau bunga rakkag yvaitu harta
yvang diparoleh suvami-isterl selama perkawinan tanpa
mambadakan apakah harta tersebut diperoleh suami
atau iateri.

Selain dari harta warisan tersebut, juga
dikenal adanya hak-hak lain yang berupa kewanangan

manikmati atas suvatu benda sebagai panesrusan hak

dari pawarisa.
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2.2 Pengartian Janda

Dari literatur-literatur yang digunakan, tardapat
ketidak Seragaman mengenai istilah janda. Seperti
ditemui istilah Janda laki-laki, janda parempuan dan
Janda balaka. .

Wirjone Prodjokoro (1985:39,48), menggunakan
istilah tersebut dalam beberapa kalimat yang penulis
kKutip sebagai berikut:

"Kedudukan janda perempuan dari seseorang laki-
laki ¥ang meninggal dunia pantas mendapat
Perhatian.. ..

Selanjutnya:

Kedudukan janda laki-laki terhadap harta warizan

almarhum isterinya..."”.

Janda perempuan dimaksudkan sebagai saorang
wanita yang tidak bersuami lagi, artinya bahwa pada
Suatu waktu pernah bersuami. Demikian juga dengan
Janda laki-laki menunjukkan seorang laki-laki wvang
tidak mempunyai istri lagi. Sedangkan janda belaka
manunjukkan kedua=-duanya.

Fanamaan separti tersebut di atas dalam konteks
sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi. Menggunakan
istilah janda, secara otomatis orentasi pemikiran kita
tertuju kepada pengertian bahwa oknum wvang dimaksud
adalah pihak perempuan yang tidak bersuami lagi.

Yahya Harahap (1993:94,95), dengan jila:
manggunakan. istilah janda untuk perempuan yang tidak
bersuami lagi s=sedang wuntuk laki-laki wyang talah

ditinggalkan oleh isterinya digunakan istilah duda.
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Dalam yurisprudensi ditemui juga {iatilah yang

menggunakan kata janda atas SesS00rang parempuan yang

telah ditinggalkan suaminya,

Istilah janda dalam bahasa Toraja dikenal dengan
nama Balu/Tobaluy. Plngnrtian Fobalv di sini didalamnya
mencakup baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
Untuk mambadakannya, digunakan istilah Balu Muana
untuk laki-laki, Balu 8aing untuk paFempuan.

Dilihat dari uraian di atas, panyebab terjadinya
janda dapat karesna kematian atau dangan parceraian
hidup. MWamun pangertian janda yang dimaksudkan dalam
skripsi ini adalah terbatas pada janda vang ditinggal
mati oleh suaminya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan
judul vang khusus mambahas harta uari:an..yaitu harta

kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pawaris,

Kedudukan Janda Atas Harta Warisan
2.3.1 Menurut Hukum Adat

Menganai status atau kedudukan janda selaku ahli
waris atau bukan, pada tiap~tiap daesrah di Indonesaisa
tardapat perbedaan persep=i. Misalnva di daerah Batak
yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, searang
janda dianggap bukan sebagai ahli waris atas harta
almarhum suaminya. Berbeda dengan Dasrah Minangkabau
yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seorang

janda berkedudukan sabagai seorang ahli waris.

Hal ini disababkan. olesh latar belakang sistem



kekerabatan yang dianut ocleh masing-masing daerah

=arta bantuk Pérkawinan yang berbeda-bada Pula.

Sebagaimana yang Penulis parnah singgung pada bab
terdahulu bahwa di Indonesia pada garis basarnya
terdapat tiga sistem nuri; kekerabatan yaitu : Sistem
kakarabatan - Patrilineal, sistem kekarabatan
Matrilineal dan sistem kekerabatan Bilateral.

Untuk mangetahui mawaris-tidaknya seocrang janda
atas harta warisan Suaminya, dapat ditinjau dari
ketiga sistem kekarabatan tersebut. Berikut ini

penulis akan baha= satuyu demi satu:

a. Sistem kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistom
dimaqa garis keturunan dihitung menurut garis laki-
laki. Ssorang anak perampuan vang lahir tidak termasuk
dalam garis keturunan bapaknya tetapl masuk  kadalam
garis keturunan ibunya., Sistem ini umumnya dianut oleh
masyvarakat Batak.

Heanurut hukum waris adat Batak, hanya anak laki=-
laki atau keturunan laki-laki yang mampunyai hak untuk
mewaris. Sedang anak perempuan bukan ssbagai ahli
waris. Konsekwensi dari ketentuan ini ialah bahwa
saorang janda dianggap bukan sebagai ahli waris,
sahingga dia tidak mempunyai hak dan kedudukan untuk

mawarisi harta peninggalan suaminva maupun harta

paninggalan bapaknya.
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Meskipun demikian, sEeorang anak perempuan
termasuk janda tetap diberi hak atas harta peninggalan
tetapi bukan sebagaiahli waris. Jelasnya bahwa anak
FErampuan termasuyk jan:u._ hanya memperclelh hak untuk
mangolah dan Iﬂnihnuti.hart- peninggalan dengan
ketentuan bahwa janda tarsebut tidak kawin lagi dan

masih tetap tinggal dalam karabat suaminya.

b. Sistem Kekarabatan Hatrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem
kekerabatan yang moanghitung garis keturunan melalui
pihak wanita. Sistem ini mengakibatkan tiap-tiap
individu dalam masyarakat semua kerabat ibu masuk
kedalam batas hubungan kakerabatannya, sedangkan semua
kaum kerabat ayah jatuh ke luar batas. Sistem ini
umumnya dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Hal ini mempunyai pengaruh terhadap masalah
kewarisan bahwa bukan hanya plhak laki-laki saja wang
dapat mewaris atas harta peninggalan, tetapi pihak
perempuan juga dapat menikmati harta warisan terssbut.
Hamun disini perlu dicatat bahwa Hukum Adat
Hinangkabau banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Untuk mengetahul mewaris-tidaknya secrang janda
di daerah ini, tergantung dari jenis harta vang akan
diwarisi. Hukum Adat HMinangkabau memandang bahwa

secrang janda hanya berhak mewaria atas harta pusaka

rendah. Sedang harta pusaka tinggi tidak dapat
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diwariskan kepada janda.

Jenis harta yang dapat diwarisi oleh janda selain
dari harta pusaka rendah adalah harta pencaharian,
Yaitu semua harta ¥ang diperoleh suami-istsri’ selama
dalam ikatan Fﬂfkiﬂinln..lutﬂhtuun ini baru berlaku
sekitar tahun enam puluhan, karena sebalumnya di
Minangkabau tidak dikenal harta pencaharian.

Hal ini karena adanya perubahan nilai-nilai Hukum
fidat ke arah ¥Yang rasional, prakti=, aktual dan
manusiawi. Hal ini dikuatkan dangan putusan HA Ho,
290/K/8ip/1969, vang pada intinya mengakui adanya
harta bersama di daerah Mianangkabau.

Dalam putusan MA tersebut dijelaskan pula bahwa
hukum adat Minangkabau dalam parkembangan sekarang ini
memparbolehkan seorang suami untuk menghibahkan harta

pancahariannya kepada isteri tanpa ada kKeharusan

disetujui eleh keponakan.

€. Sistem Keksrabatan Parental (Bilataral)

Sistem kKekerabatan parental adalah sistem
kekarabatan dimana perhitungan garis kKeturunan
dihitung baik melalui pihak laki-laki maupun pihak
perempuan. Dalam sistem ini tidak ada perbadaan
prinsipil antara seorang laki-laki dengan seorang
parenpuan dalam stelsal kekerabatan.

Daesrah Sulawesi pada umumnya termasuk Tana Toraja

sebagai contoh daerah yang menganut sistem ini
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menempatkan laki-laki dan perampuan masing-masing
mempunyai hak yang sama untuk memparoleh warisan dari
harta bapak atau ibunya. Demikian halnya antara
seorang suami dan istri mereka mempunyai kedudukan
serta hubungan timbal hniik untuk memperoleh warisan
sabagai janda atay duds .

DPemikian halnya dangan masyarakat Aceh, Jawa,
Kalimantan, termasuk Ternate, Lombok dan Sumatra yang
Fada umumnya manganut kekarabatan bilateral,
memberikan kedudukan sarta hak yang layak bagi seorang
5anéa untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta
peninggalan almarhum suaminya. Mamun Jangkauan hak
untuk mewaris tersebut sifatnya terbatas, vaitu
tarbatas pada harta kekavaan barsama, Eudanahan harta
¥ang diperoleh sebalum perkawinan dianggap harta as=al
¥ang akan diwarisi oleh anak atau kerabat keluarga

pewaris,

2.3.2 Menurut KUH Pardata
Pada garis besarnya ahli aris menurut KUH Perdata
dapat dibagi atas empat golongan, yaitu:
I. Anak=anak atau keturunannya dan suami-istari yang
hidup terlama;
II. Orang tua dan saudara-saudara dari pewaris;

ITII. Henak/Kakek dari pihak bapak/ibu;:

IV. Sanak keluarga sampal derajat keanam.
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Penggolongan tersebut manganut asas bahwa ahli
waris golongan partama menutup hak mewaris dari
golongan berikutnya, hal ini berarti batwa ahli waris
golongan kedua bary hnrq;k mewaris kalau ahli waris

golongan partama tidak ada, demikian seterusnya sampai

golongan terakhic,

Keabsahan janda sebagai ahii waris, dapat dilihat
pada Paszal 832 KUH Pardata yang barbunyi:

Menurut Undang-undang, yang barhak untuk menjadi
ahli waris adalah para keturunan sedarah, baik
sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang
hidup terlama..."”

Dari ketentuan pasal ini dapat dilihat dengan
jelas bahwa baik janda maupun duda berhak sebagai ahli
Waris, atau dapat dijelaskan babwa saorang janda atau
duda berkedudukan sebagai ahli waris vang =ah wyaitu
targolong dalam ahli waris golengan pertama dan berhak
untuk memperocleh harta warisan.

Pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa kedudukan
dan hak janda/duda diparsamakan sebagai ahli waris
yang sah bersama seorang anak.

Selanjutnya dalam Pasal B852a dijelaskan bahwa
seorang janda/duda tidak mempunyai anak, maka dia
tidak berhak mewaris secara penuh atas harta

peninggalan suamifistri.

2.3.3 Moenurut Yurisprudensai

Hampak Putusan HMahkamah Agung wyany mengatur

kedudukan janda atas harta warisan suaminya, tidak ada
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janda sebagai ahli waris, tetapi pada putusan lainnya

kurang tegas menyatakan janda sebagai ahli waris.

Bahkan ada putusanp ¥ang manyatakan bahwa janda adalah
bukan sebagai ahli uaria,.

Berikut ini penulis akan kutip bebarapa putusan
Mahkama Agung yang menyatakan kedudukan janda sebagai
ahli waris dalam bebearapa variabal .

1. Putusan yang menyatakan janda sebagai ahli waris

atas harta bersama:

a. Putusan MA MHo. 320 K/Sip/1950, menyatakan:

"Hukum Adat Tapanuli pada saman sskarang ini ,
Janda mewaris harta pencaharian suaminya”.

b. Putusan MA Ho., 393 E/Sip/1958, tentang Hukum
Adat di dasrah Blitar, pada intinya menyatakan:
"Bahwa telah menjadi yurisprudensi yang tetap di
Mahkamah Agung bahwa seorang janda mendapat
separuh dari harta gono-gini”,

€. Putusan MA Mo. 2 K/Sip/1959, tentang Hukum Adat
Sunda di dasrah Jakarta, menyatakan:

“"Bahwa menurut Hukum Adat Sunda, dalam hal
saorang 1istri suvaminya meninggal dunia, ia
barhak separuh dari harta gono-gini”.

2. Putusan yang manyatakan jamnda sabagai ahli waris
atas harta asal, antara lain:
a. Putusan MA Ho. 302 K/Sip/l960 yang pada intinya

manyatakan babwa:

"Saeorang Janda tidak hanya terbata=s berhak
mewarisi atas harta bersama (gono-gini), tatapi
juga berhak mewaris atas harta gawan atau harta

asal”.
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Putusan MA No. 13 K/Sip/1973, tentang Hukum Adat
di Daerah Pemalang, intinya adalah:

Calam hal seorang lelaki meninggal dunia dangan
maninggalkan 280rang janda dan secrang parempuan
dari rerkawinan dangan istri lain, janda dan
anak itu barsama-sama berhak atas barang warisan
¥Yang merupakan barang-barang asal, masing-masing
gntuk separoh dengan pengertian bahwa i anak
tidak boleh minta pembagian barang-barang

warisan itu selama Janda masih hidup dan balum
kawin lagi™.

3. Putusan wyang manyatakan janda sebagai ahli waris

yang terbataz pada hak manikmati:

Putusan MA Mo. 3293 K/PAt /1984, menvatakan
bahwa : i

“"Harta terperkara adalah harta gono-gini, maka
Janda barhak menguasai dan menikmaki untuk
manjamin hidupnya sampai dia meninggal dunia
.atau kawin lagi. Sedang harta gawan diwarisi
eleh anak kandung™.

Putusan HA Ho. 54 K/Sip/1958, putusan ini
mampartimbangkan bahwas:

"menurut Hukum Adat Batak, janda mempunyai hak
pakai atas harta mendiang suaminya selama hidup.
Atas dasar hak pakai tersebut janda bﬂthak
manuntut barang suami wvang dikuasai pihak lain”.

Selain dari putusan-putusan terseabut di atas vang

talah membarikan gambaran teantang kedudukan seocrang

janda atas harta warisan suaminya, masih terdapat

banyak hkeputusan yang merupakan yurisprudensi wyang

dapat dijadikan patokan atau tolok ukur dalam mawaris-

tidaknya janda. Seperti Putusan Mahkamah Agung Mo. 741

K/Pdt/1985. Rumusan pertimbangan putusan ini berbunyi:
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adalah
suami dengan iste harta gono-gini almarhum

E’::ﬂ‘i‘-:ﬂ:: :::-:Eai;::;F::;dn:nu:f;akuumpﬁ:;:i
pertama dengan Bﬂah-qnfhnr;r;“f'uani dangan isteri

Hal tersebut bararti bahwa janda (isteri pertama)
¥ang telah ditinggalkan ;:lluh suaminya mempunyai hak
mewaris ‘bersama-sama dengan anak atas harta gono=-gini
atau harta bersama.

Disamping putusan tersebut di atas, penulis akan
kutip beberapa putusan Ha yang menyangkut kedudukan
janda atas harta warisan almarhum msuaminya yang
merupakan perkara yang berasal dari lingkungan hukum
Tana Toraja.

1. Putusan MA. Ho. 1374 E/Sip/1974

Pada dasarnyva putusan ini m-nguaéhqn putusan
¥Yang ada sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi
Ujung Pandang Ho. 220/1972/PT/pdt dan Putusan
Fengadilan Megeri Makale HNo. 33/1972/MEL. Intinya
adalah mengabulkan gugatan penggugat s=sasbagian
(istri pertama pewaris) atas harta tekken karena
harta ini merupakan harta pembarian vyang
diperolehnya sandiri. Sedangkan gugatan lainnya
ditolak karena yang digugat merupakan harta ber=zama
milik pewaris dengan isteri kedua (tergugat, K ITII),
sahingga harta ini tetap menjadi milik iateri kedua

dari pewaris bersama dengan apak-anaknya (targugat

I dan tergugat II).
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Dari putusan ing dapat dilihat bahwa janda
mempunyai hak untuk méwaris atas bunga rakka'
(harta pencaharian bersama). Hal ini terbukti
dangan ditelaknya E;biﬂian dari gugatan penggugat
Yang menggugat ka:ulurﬁhan dari sawah To'ao dengan
dalih bahwa satengah dari sawah tersebut adalah
milik dari tergugat III yang diperoleh bersama
dengan. almarhum pewaris di luar partiasipasi
Penggugat selaku istri pertama.

Dari putusan ini pula dapat diperoleh gambaran
mangenal pembagian harta warisan dalam parkawinan
serial atau poligami. Bilamana suami maninggal
dunia, maka isteri-isteri dapat memperoleh warisan
atas harta yang diperoleh mereka selama dalam
perkawinannya dengan pewaris, dalam arti bahwa
isteri partama berhak mewaris atas harta warisan
yang diperoleh dalam perkawinannya dengan pewaris
yang disebut bunga rakkag, demikian Jjuga isteri
kedua berhak memparoleh harta bunga rakkag vyang

didapat selama perkawinannya dengan pewaris.

Putusan MA Mo. 1747/K/Pdt/1988

Pada dasarnya putuzan ini memberikan kedudukan
vang layak kepada seorang janda sebagai ahli waris
atas harta wariszan almarhum suaminya bersama dengan

anak pongso (anak angkat) dan ahli waris lain dari

kaluarga pawari=a.




Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan

Tinggi Ujung Pandang Ho. 550/pdt /1984 /PT dan

Putusan Pengadilan Hegeri Makale HWo. 25/PTS.

PAL/1980/MKL yang memberikan hak mewaris kepada

Janda dengan mengabulkan sebagian gugatan dari
penggugat rekonvensi (dalam hal ini sebagai isteri

dari pewaris) wyaitu berhak untuk mendapatkan

Beparuh dari obyek sangketa. Sedangkan yang

selebihnya menjadi milik penggugat konvensi

(targugat rekonvensi), yaitu ahli waris dari pihak

suami dan anak pong=o.




BAB 3
METODE FPENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Sebagaimana judul skripsi ini yang memparmasalah-

kan kedudukan secrang Janda atas harta warisan menurut

hukum adat di Eecamatan Rantetayo Kabupaten Tana

Toraja, maka ﬂudaﬁ dengan pasti panalitian akan

dilakukan di kecamatan tersebut. Dipilihnya lokasi ini

sabagai tempat penelitian karena panulis sabagai salah

seorang yang berasal dari dasrah tersebut ingin
mengetahui secara lebih mendalam mengenai per-
masalahan ini dan sekaligus akan mangatengahkan dan
dapat memperkenalkan kepada masyarakat pada umumnya
atau siapa saja yang sempat membaca skripsi ini
dikemudian hari sebagai sumbar pengatahuan,

Mengingat sangat luasnya wilayah HKecamatan
Rantetayo, wang masih sebahagian dasrahnya belum dapat
dijangkau dengan kendaraan serta keterbatasan waktu
panulis untuk mengadakan panalitiam, maka penulis
hanvya akan memnilih empat desa sebagai sampel
penalitian dari tujuh desa yang ada di Kecamatan
Rantetayo. Eeempat desa tersebut adalah desa yang
dikenal masih konsisten dalam memelihara hukum adatnya

* smahingga dianggap dapat mewakili desa-desa lainnya.
Desa yang dimaksud adalah Desa Kurra, Desa Rantetayo,

Desa Pionggan dan Desa Tapparan.
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3.2 Teknik Panguapulan Data

Penalitian, Yaltuy:

5.2.1 Penelitian Pustaka (Library Ressarch)
Penalitian imi dilakukan dengan jalan membaca
buku-buku dan karya=karys tulis lainnya yang berhu-

bungan dengan inti PErmasalahan untuk  memperoleh data
sakundar.,

S.2.2 Permlitian Lapangan (Fiald Rezsaarch)

langsung ke lapangan untuk me&wawancarai para
fungaionaris hukum (infnrman} dan respondan guna

memparoleh data primer.

Jenis dan Sumbar Data
2.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperocleh dari hasil wawancara
langaung dengan informan yaitu tokoh-tokoh masvarakat
dan pemuka-pemuka adat. Selain itu diwawancarai juga

para respondan yaitu warga masvarakat termasuk Janda=

janda.

I_3.2 Data Sekundar
Yaitu data yang diperoleh dari literatur yang

barhubungan dengan inti permasalahan.




=2
3.4 Analisis Datas

terlabih dahuly diolah kemudian dianalisis secara

kualitatir, salanjutnya didﬁ:kriptifkln'




: BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Cambaran Umum Fecamatan Rantetayo
4.1.1 Letak Geografis dan Batas wWilayah

Kecamatan Rantetayo merupakan salah satu

kecamatan di Kabupaten Tana Toraja yang letaknya

sekitar 20 Km dari Makale, Ibu Kota Kabupatan Tana

Toraja. Secara geografis Kecamatan Raftetayo terlestak

diantara 1109 - j320° bujur timur dan 2% - 3° lintang
salatan.

R .

Batas-batas wilayah Kecamatan Rantetayo adalah
cebagail bBarikut:

— sabelah utara berbatasan dlngan. kacamatan
Rin@inﬂﬂlln_

= sebelah timur barbatazan dengan Kecamatan Makale dan
Kecamatan Sanggalangi’,

- sembalah =salatan berbatasan dangan Kecamatan
Bonggakaradang,

- ssbealah barat barbatasan dengan Kecamatan Saluputti.

4.1.2 Topografi dan Luas Wilayah

sebagian besar wilayah Kecamatan Rantetayo
merupakan wilayah pegunungan vaitu sekitar «40%,
dataran rendah sekitar 30%, dataran tinggi 20% dan

lainnya adalah daerah rawa, sungai, jurang dan lain-

lain. .

ﬂ‘



34

S

terdi
rdiri dari 7 daesa dengan luas wilayah secara
keseluruhan adalah 545 hm<,

4.1.3 Hata Pencaharian dan Kepercayaan

FﬂﬂdUdUh Hﬂﬁﬂmltin Hﬂ-nh.tl"_fﬂ pada wumumnya

adalah Eﬂbagii p-tani. :Il'ﬂ_it_u sakitar BO% dari Fumlah

panduduk yang ada yaitu 18,543 jiwa. Sedangkan yang
lainnya adalah sebagian Pegawai Negeri, Pegawai
Swasta, Wiraswasta serta pensiunan pegawai nageri.
I““pﬂrﬂl'iﬂ“ masyarakat Rantetayo pada mulanya
adalah penganut ajaran animisme., Hamun dengan masuknya
agama lain di daerah ini lambat laum ajaran ini
ditinggalkan. Sehingga kini sudah dikenal babarapa
agama, yaltu agama Kristen Protestan dan Katolik,
agama Islam dan agama/fajaran Keparcayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa (Alukta). Agama Krizten marupakan agama
yang paling banyak panganutnya, sedangkan agama Islam
hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Demikian
juga dengan agama Alukta tinggal dianut oleh beberapa

orang saja.

kadudukan Janda Atas Harta Warisan Almarhum Suaminya
cgbalum mamasuki pembahasan manganai kedudukan

smorang Jjanda atas harta warisan wyang ditinggalkan

olah almarhum suaminya, terlabih dahulu peanulis akan

uraikan lebih Jauh mengenal harta warisan menurut

____--.-_.-_...........----------------F
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uk
hukum adat yang berlaku di Kecamatan Rantetayo. Karena

hal i
ni sangat arat kaitannya dengan pembahasan
skripsi ini selanjutnya.

telah kemukakan secara
singkat pada bab sebelumnya bahwa

Sebagaimana penulis

di daerah Rantatayo
pada khususnya dan Tana Torajs pada umumnya, dikenal

adanya penggolongan harta warisan atas babarapa

kelompok. Untuk labih Jelasnya, penulis dapat

menguraikan jenis harta warisan yang dimaksud, sabagail
barikut:

L. Ianan Pangikkok atau Manag i

Tanan Pangikkok atau Manag adalah harta pusaka

milik tongkonan (rumah adat) serta barang-barang

pusaka lainnya seperti kandaure (perhiasan), gayang

(karis) dan beberapa alat parang seperti Jagbok
todolo (parang), doke (tombak) dan lain-lain.

Harta pusaka ini merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dan prosas peralihannya
sacara turdn-temurun kup;dn ahli warianya
bardasarkan keturunan.

2_ Baggi dan Teakkan

Bagqgi dan Tekken dalam pengartian sehari-hari
saring diartikan sama, dalam arti sulit wuntuk
dibadakan yang mana digmbut tekken dan mana yang

“dimaksud dengan baggi. Hamun kalau diteliti secara

mandalam sadikit ada perbedaannya.

---------l--""'------.-.-----‘I




Ba i
991 merupakan Peamberian dari orang . tua

khusus kepada anak atas harta Wbiavian SarianEi

.berupa tanah. Sedangkan tekken merupakan pemberian

dari orang tua baik kepada anak maupun kepada ahli

waris lain bukan anak.
Baik baqgi atau tekken, keduanya merupakan

pambearian wvang bBiasanya diberikan pada =aat

menjelang perkawinan. Sehingga baggi dan takken

keduanya termasuk sebagai harta asal yang dibawa

masuk Ke dalam perkawinan.

Hamun ada juga kemungkinanm baggi dan tekken
diobarikan pada saat sudah memasuki perkawinan,
tetapi pemberian ini bukan sebagail pembarian kepada
pasangan suami-isteri, melainkan tetap sebagail
pebmarian darl oramg tua kepada anaknya (suami atau

isteri) sehingga pihak yang satu tetap dianggap

tidak bBerhak atas harta tarsebut.

Z. Dakaq Sola Dua atau Bunga Rakkag

———

‘_‘_‘_‘_\_\_\—
Dakaq Sola Dua atau Bunga Rakkag atau saring

juga disebut torakna rampanan kapag adalah harta

-

kekayaan yang diperoleh suami-istari selama dalam

parkawinan. Janis harta ini dalam istilah wmumnya

dikeanal cobagai harta bersama atau harta

pencaharian, atau di daerah Jawa Timur dan Jawa

Tengah disebut harta gono-gini.

pi sini tidak dibedakan bahwa apakah harta

________..d---;-IIIlIIl"'-"""-'"""""'------‘i

R

.,
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te
rsebut diparolanh oleh suami atay isteri. artinys

bahwa sekalipun harta tersebut diperoleh oleh pihak

lainnya, harta tersabut tetap dianggap sebapgai

dakag sola dua (harta bersama).

Selain jenis harta warisan tersebut di atas,
dikenal juga hak-hak kebandaan lain yvang tidak
barwujud benda vang dalam istilah setempat dangan nama
Pagpeindan, yaitu hak-hak untuk manikmati atau menagih
utang-piutang yang ditinggalkan pewaris.

Dengan adanya wuraian tarsebut akan timbul
pertanyaan bahwa jenis harta warisan manakah yang akan
diwarisi oleh seocrang janda bilamana suaminya telah
maninggal dunia?, Apakah janda barhak untuk memparclah
harta warisan atau tidak?. .

Untuk meanjawab pertanyaan tersebut, paenulis
akan menguraikan menurut ada-tidaknya anak Yyang
dilahirkan dalam perkawinan . Karena hal ini sangat

mampangaruhi status atau kadudukannya sebagai ahli

Wwaris atau bukan ahli waris.

4.2.1 Janda Yang Tidak Mempunyai Anak

Janda yang ditinggal suaminya dan tidak
mampunyai anak dalam bahasa toraja dikenal dengan
jstilah Tobalu Tamanand. Untuk menantukan status atau
kadudukan Tobalu tamanang terhadap harta uqri:an

1marhum suaminya, dapat dilihat dari jenis harta
alma
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warisan yang akap dimariskan

Barda
sarkan hasil penelitian panulis, tobalu

tama i

nang berhak mewaris atas harta bunga rakkag {(harta
barsama} wyang diperalah solama dalam perkawinan.
Sadangkan harta warisan lain yang berupa ianan

pangikkoq dan manag yang marupakan harta pusaka tidak

dapat diwarisi melainkan akan kembali ka asalnya

samula yaitu akan jatuh kepada ahli waris keluarga

dari pewaris. Demikian halnya dengan harta baggi atau
tekkan wyang merupakan harta asal sebagai pomberian
dari orang tua, akan kembali kepada orang tua atau
ahli waris lain kalau orang tua sudah tidak ada.
Tidak dibenarkannya tobaly Etamanang untuk
mawaris atas harta fanan pangikkog dan manag Serta
bagol atau tekkan karena prinsip hukum adat setempat
tidak menganut adanya percampuran harta-harta kekayaan
yang dalam istilah setempat dikenal dengan asas
tangsilambanan. Tangsilambanan secara harafiah artinya
tidak saling menyeberang. Maksudnya bahwa harta dari
pihak suami tidak dapat dicampuradukkan demgan harta
milik isteri. Harta milik svami manakala perkawinan
antara mareka kelak berakhir, tetap menjadi milik

keluarganya. Demikian juga harta WLILk aEtari YBHAD

menjadi milik keluarga istreri.

prinsi

p ini dapat disimpulkan dari hasil
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wawancara
v tokoh =seniaor
masyarakat Desa Kurra sekaligus sebagai pemuka adat
setempat inﬂwannﬂrﬁ+ L Juni 199s) VARG mEnyatakan
bahwa : n

“ia tu {fanan maglitakna 1
: lanan
ondongraka ianan tongkonan, tasq nabisa ladi

pasilambanan sangngadi
unpaloloi bﬂnl\aggnga", nna lasule pasang

parrantean

Kalau diterjemahkan secara bebas artinya, bahwa

harta yang barupa tanah dan harta kekayvaan di darat,
dalam hal ini tumbuh-tumbuhan atau hewan . terlebih
harta tongkonan tidak bisa dicampuradukkan melainkan

kembali ke asalnya masing-masing.

Satu kasus vyang pernah terjadi di Desa
Rantetayo antara keluarga pewaria dengan Bu'tu isteri
pewarisdalam hal ini sebagai tobalu tamanang. Pada
saat meEninggalnya Duapadang (pewaris) pihak
keluarganya bermaksud memotong kerbau yang lazim
dizebut magrinding dengan maksud untuk memperoleh
semua harta warisan. Hamun karena suatu hal pihak
Bu'ty tidak menyetujui maksud tersebut karena dirinya
lebih berhak atas harta warisan. Akhirnya terjadi
perzalisikhan. 0Oleh hakim perdamaian desa dengan
bantuan dari tokoh masyarakat diambil sauatu keputusan
mbagian harta warisan yang disebut

untuk mengadakan pe

magtallang. Kesimpulan akhir, keluarga pewaris berhak

atas harta warisan yang berupa manag dan baggl yang

B

|
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di bawa ari
. peEWaris ke dalam PErhawinam. Bedangkan pihak
"t
Bu'tu (tobalu tamanang) barhak memperoleh satungah
dari harta bunga Fakkag,
Selain harta warisan bersama yang dapat
diwarisi, tobalu tamanang juga barhak ataz harta

borisan rinding atau saluan aluk, yaitu pemberian dari
pihak keluarga pewaris yang berupa sawah atau Kerbau.

Besarnya luas sawah atau kerbau ini disgosuaikan dangan

jumlah keseluruhan kKerbay yang dipotong pada saat
POmARAMAN PEHaris atau lasim disebut lamanya saluan
bongi. Jika satu kerbau jumlah yang diparoleh adalah
sangtepo tedong (% kerbau), tiga kerbau, yang
diparoleh adalah sangsese (¥ kerbau), lima kerbau ke
atas, yang diperoleh adalah satu ekor kerbau.

Harta borisan rinding ini biasarnya diambil dari
baggi atau tekken pewaris. fAtau kalau birggi akau
tekken tidak ada, maka pihak keluarga pawaris
barkewajiban memberikan harta lain yang merdpakan
milik pribadinya. Maksud dari borisan rinding ini
adalah selain sebagai bekal hidup tobalu dimasa wang
akan datang, Jjuga merupakan sapagal upah atas
kerelaannya mendampingi almarhum suami selama dalam
parkawinan bahkan saat jonasah almarhum disamayamkan
campai saat pemakaman terakhir.

di atas rumah

Ketantuan ini merupakan ketentuan adat murni

asyarakat sejak jaman purbakala, namun

vand dianpui m
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ini
Pada saat sekarang ing sudah mulai
ditinggalkan olak masyarakat dap

ketentuan

: barlaku hanya pada
ssbagian kecil masvarakat. pg) ini menurut H.5.Kabe'

Kepala Desa Rantetaye (Wwawancara, 5 Juni 1996)

disababkan karena adanya pergessran nilai-nilai hukum

adat yang murni.

Dalam hal tidak adanya anak yang dilahirkan

dalam perkawinan tetapi, MEreka mampuinyal anak angkat

vang dalam istilah setempat dikenal dengan sebubtan

anak dibuang tama tambuk atauy anak dilamun tama

bagtang atau biasa juga disebut anak dipongsu, maka
janda yang bersangkutan barhak mewaris bersama anak
pongsu, baik atas harta asal maupun harta barsama.
Tetapi jangkauan hak mewaris atas harta warisan disini
valbtu atas harta asal vang berupa mahag dan baggi atau
tekken hanva terbatas pada hak menguasai. Sedangkan
harta warisan yang merupakan daksg sola dua akan jatuh
manjadi miliknya bersama anak yang telah dipongso.
Disini penulis perlu tekankan babwa hanya anak
vang telah dipongso atau dilamun tama tambok vang
Berhak untuk mewaris sedangkan anak angkat Yang hanya
merupakan anak pelihara atau yang dikenal dengan

j=tilah anak passarak tidak berhak untuk memaris.

Dalam hal tarjadinyas perkawinan serial,

dijumpai adanya ketentusn yang mangatur bahwa istri

vang tidak mempunyal anak baik isteri partama maupun
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isteri kedua, hanya barhak m8waris atag bunga rakkag

yang diparoleh bersama dangan Pewaris. Bila salah satu

diantara isteri-isteri tersebut mempunyai anak, maka
L

isteri yang mempunyai anak ity barhak mewaris

keseluruhan harta asal atau harta pusaka almarhum

IUH.ITI:‘II.H}"E bﬂ'rml anak .

4.2.2 Janda Yang Mempunyai aAnak

Bardasarkan hasil penelitian pada masyarakat
Rantetayo, seorang janda yang ditinggal Ilat-i .
suaminya dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai
anak, maka janda tersebut berhak mewaris bersama anak.
Tetapi jangkauvan hak mewaris di sini hanva tarbatas
pada hak menguasai, mengolah dan menikmati baik atas
harta tongkonan, manag maupun atas harta baggi atau
tekken. Demikian halnya dengan harta bunga rakkag
{harta b;rsama}, dia hanya berhak mapguazal karena
pada akhirnya harta ini dikemudian hari akan Jatuh
secara keseluruhan kepada anak-anak mereka.

kKalau disimak, nampak adanya perbedaan antara
hak mewaris janda yang mempunyai anak dengan janda
yang tidak mempunyai anak. Janda yang mempunyal anak
tuk manguasai dan menikmati harta

hanvya barhak un

warisan almarhum suaminya sadangkan janda yang et

mempunyai anak (tobalu tamanang) mempunyai hak mewaris

sscara penuh dalam arti bahwa harta. warisan yang

diparolah bebas untuk malakukan perbuatan-perbuatan

i e = eyl T I 1 T S
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kum di at
17} atasnya. Tetapi kalauy dibandingkan kedudubkan

WAMPMnVal anek Jangkausn Raknys labih luas

karena meliputi samya harta warisan
»

janda wang

- : sehingga dia
dapat Jaminan hidup vang lebin Baik

Deamikian wyang diungkapkan olah Hurun (70 thn),
tokoh masyarakat pDesa Plongan dalam wawancara dangan

penulis (wawancara, 15 Junj L99¢) bahwa-

"fatu iananna to malemo ma i
) mbali puang la
maglitakna, lamagrupa patucan, tenduka to

tusengag-sangagna, latonts napnby i
(tobalu) =isola anak"”. i ol

Maksudnya bahwa harta dari orang yang telah
meninggal dunia, baik vang berupa tanah maupun harta
vang berupa ternak atau hewan peliharaan dan harta
kekayaan lainnpyva tetap diambil hasilnya oleh pasangan
dari orang vang maninggal tersebut barsama deangan
anak .

Penguasaan janda (tobalu) atas harta warisan
almarhum suaminya vang dimaksud di atas adalah
bersifat kuat dalam arti babhwa tobalu mempunyal hak
wamg dijamin oleh hulkum {adat) untuk menguasai dan
monganbil atau mendapatkan jaminan hidup dari harta
warisan tersesbut sepanjang dirinya totap ERara b
tobalu (janda)-

bemikian halnya dengan pembagian harta warisan

CirEabut Kepade anel, akan CLergantung sepanuhnya

kepadanys selaku ibu. Seorand anak dianggap melanggar

a anak tarsebut meapuntub

atiket dalam keluarga bil

R e T e L T
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kepada ibufya untuk mendapatkan bagian tertentu dari

harta: warisans Inf. berarti betwa 1bu ssbagat Sanda

mempunyai wewenang mémbagi harta warisan tarsabut

kepada anak-anaknya. Anak hanya mamparaolah harta

warisan tarssbut bila ibu telah membaginya. Jadi

nampak bahwa sungguh basar peranan yang dibarikan

kepada janda atas harta warisan almarbum snantin

Tetapi sangat tidak dibenarkan bilamana S80rang
janda melakukan suatu perbuatan hukum atas harta
warisan tersebut miszalnya menjual, menggadaikan, atau

manghibahkan kepada eorang lain tanpa sepengetahuan

anak. Terkecuali bila perbuatan tersebut dilakukan
demi kepentingan anak, maka perbuatan tersebut tetap
dianggap sah.

Kalau disimak maksud dari katarbatasan janda
untuk tidak memiliki secara penuh harta wariszan yang
dimaksud di atas adalah demi untuk kepentingan anak-
anak merska. Hal ini untuk mencegah timbulnpyva etiket
buruk dari seorang janda berupa tindakan sewesnang=
wenang untuk menjual atau menggelapkan harta-harta
warisan demi kepentingan diri sendiri.

Hal yang demikian juga olah Y. Sattu, pemuka

adat Desa Tapparan (wawancara, 7 Juni 1996) dinyatakan

bahwa tidak dibenarkannya jbu (janda) untuk memiliki

k
harta warisan pﬂninggalan suaminya hkarena ada ana

embutuhkan harta warisan tersebut. Disamping itu
Warg m

]

b T T T TR
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mempunyai anak juga barhak atas harta

*3

karena untuk menjaga keutuhan darj harta wari
FLsan untuk
dapat diwariskan kepada anak yang v

marupakan dara
daging pewaris.

Sama halnya dengan tabslu tamsnang tobalu yang
' 11

borizan rinding
atau kapaq bongi yang diberikan oleh kaluarga pewaris.
Status dari harta borisan rinding ini marupakan harta
kakayaan yang dapat dimiliki secara penuh dan vyang
bersangkutan bebas untuk melakukan perbuatan hukum
atasnya tanpa parsetujuan dari anak.

Di Desa Kurra sekitar Tahun 1980, pernah ada
sangketa yang menyangkut borisan rinding antara
keluarga almarhum Sekke® (pewaris) yaitu Didog dengan
Lokkok {janda-istri pewaris). Saat selesainvya
pemakaman, Lokkok mendapat sebidang tanah vaitu sawah
pPakkaraka yang diberikan oleh keluarga pewaris sebagail
barisan rinding. Pada Tahun 1985, Didog saudara
pasmaris bermaksud menggarap sawah tersebut dengan
dalih bahwa sawah pakkaraka marupakan harta baggi yang
diberikan kepada pewaris sabalum memasuki perkawinan
dangan Lokkok sehingga Lokkok dianggap tidak barhak

ataas sawah tersabut. palam proses parsidangan di Hakim

Perdamaian desa diputuskan bahwa sawah Pakkaraka tetap

menjadi milik Lokkaok (Tobalul. dan Didog baru dapat

barhak mangambilnya kembali kalau terlebih dahulu ia

akan membayar satu ekor herbau kepada Lokkok sebagai

TN
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masing aasing  isters berhak untuk memparolash harta

warisan ang barupa buﬂgl_rlﬂknq yang diparcleh barsama

selama perkawinannya dangan pewaris. Sedangkan harta

warisan lain yang berupa harta baqgi atau tekken akan

jatuh kepada anak baik pada istari Pertama maupun anak
pada isteri kedua. Tetapi status penguasaan dari orang

tua tatap berlaku manakala anak yang akan mendapat

harta warisan tersebut belum dewasa, Maksud dari

paralihan harta warisan baggi atau tekken ini kspada

anak secara langsung adalah untuk mencegah timbulnya
perebutan penguasaan atas harta wariszan antara isteri
yang satu dengan yang lainnya.

Mamun sepanjang penelitian penulis tidak pernah
dijumpai adanya perkawinan serial atau poligami
separti yang dimaksud. Hal ini karena prinsip
masyarakat setempat sangat tidak menyetujui adanya
parkawinan poligami. Bahkan dianggap s=ebagai suatu
sirik dalam keluarga bila ada dari salah seorang

anggota keluarga ¥ang kawin lebih dari seorang

parampuan.

Pembagian Harin Warisan Antara Janda Dengan Ahli MWaris

Lainnya

Sabagaimana panulis talah singgung pada bab

sebelumnya bahwa di daerah pantetayo pada khususny®

TRLE S

= =
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tebusan.

Dalam perkawinan 28rial barlaky ketentuan bahwa

masing-masing isteri berhak untuk memperoleh harta

warisan ang berupa bunga rakkagq Yang diperoleh barsama

salama perkawinannya dengan PeWari=s. Ssdangkan harta

warisan lain yang barupa harta baggi atau tekken akan

jatuh kepada anak baik pada isteri pertama maupun anak
pada isteri kedua. Tetapi status penguasaan dari orang
tua tetap berlaku manakala anak yang akan mendapat
harta warisan tersebut belum dewasa. Maksud dari
pnlralihlarl harta warisan baggi atau tekken ini kepada
anak secara langsung adalah untuk mencegah timbulnya
perebutan penguasaan atas harta warisan antara isteri
yang satu dengan yang lainnya.

Hamun sepanjang penelitian penulis tidak parnah L
dijumpai adanya perkawinan serial atau poligami
separti yang dimaksud. Hal ini karena prinsip t
masyarakat setempat sangat tidak meanyatujul adanya i
perkawinan poligami. Bahkan dianggap sebagal suaty
sirik dalam keluarga bila ada dari salah seorang
anggota keluarga yang kawin lebih dari seorang 1

pErampuJan.

Pambagian Harta Warisan Antara Janda Dengan Ahli Waris |

|
Lainnya

Sebagaimana penulis telah singgung pada bab

ntetayo pada khususnya

sebelumnya bahwa di daesrah FRa

s r
________——_-;
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dan Tana Toraja pada umumnya, Janda dapat digolonak
onghkan
spbagal ahli waris saruma (ahli waris utama) bersama

anak kandung dan anak angkat, Dengan demikian, bil
® a

suaminya meninggal dunia maka ia berhak mowaris

bersama dengan anak. Persoalannya sekarang adalah

bagaimanakah pembagian harta warisan tersebut antara

ahli waris janda dengan ahli waris lainnya 7.

Dasrah Toraja pada umumnya dan Rantetayo pada
khususnya tidak dikenal perhitungan secara matematis

mengenai pembagian harta warisan. Yang umum dipakai

adalah didasarkan kepada perhitungan kerbau atau
jumlah petak sawah. Artinya bila ada harta warisan
yang akan dibagi, terlebih dahulu ditaksir dangan
bardasarkan nilai kerbau atau jumlah dan luas petak
sawah.

Terhadap tobalu tamanang yang hanya barhak
mawaris atas bunga rakkag (harta barsama),
pembagiannya adalah tobalu {janda) berhak memparoleh
setengah dari keseluruhan bunga rakkag, sadangkan yang
satengahnya akan jatuh kepada ahli waris dari keluarga
pewaris waitu orang tua, saudara, atau kemanakan.
Demikian halnya dengan harta warisan lain yang barupa
manaq atau tekken akan jatuh kepada keluarga pewaris.

dak
Barbada dengan janda yang mempunyai anak, tida

dikenal adanya pembagian harta warisan antara janda

dengan anak. FKareana d;i sini han¥a barlaku hak
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menguasai bagi seorang janda, Yang ada hanya pembagian
harta warisan antara anak=-anak Pewaris. palam hal
pambagian harta warisanp kepada anak, sepenuhnya akan
targantung kepada ihu_{janda], dan ibu barhak

menentukan besarnya bagian yang akan diterima olah

anak .

Biasanya dalam pembagian harta warisan kepada

anak, didasarkan kepada kebutuhan anak vyang

pbarsangkutan. Selain itu dapat juga di lihat dari
besarnya pengorbanannya pada saat pelangsungan pesta
pemakaman jenazah yang lasim disebut petuaran.

Dalam parkawinan =arial, pembagiannya adalah
masing-masing isteri (janda) hanya memperoleh seatangah
dari harta bersama (bunga rakkag) yang dinurniuh
maraka dalam pearkawinannya dengan pewaris. Sedang
harta baggi dan tekken akan dibagi secara marata
kepada anak, baik anak pada isteri pertama maupun anak
dengan isteri kedua.

Untuk mengadakan pembagian harta wmarisan, tidak
dikenal adanya Jjuru bagi. Malainkan sepsnuhnya akan
tergantung kepada kesepakatan dalam keluarga. Biasanya

kan
yang ditemukan dalam masyarakat adalah sapenuhnya aka

3 Bu. HKalau
targantung kepada pihak Jjanda salaku ibu

i katan
pambagian harta warisan ini tidak mencapai kesepa

; i rga
dalam arti terjadi perselisihan, maka pihak kaluarg

r r r ampur
dari kaluarga Yang persangkutan dapat turut camp
=

——r

e e
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\CEP

Kepala Desa

dalam pembagian harta warisan tersabut

Hal ini menurut M.L. P——
'

piongan (wawancara, 15 Juni 1996)

bahwa sebanarnya
masalah pembagian harta warisan adalah merupakan

urusan pribadi dalam keluarga sehingga tidak boleh ada |

yang 1ikut campur dalam urusan tersasbut. Tarkecuali |

kalau merska meminta bantuan, maka merupakan

kewajiban bagi pemerintah desa dan pemuka adat untuk

mangadakan pembagian secara adil kepada semua ahli
waris wvang barhak untuk itu.

Faktor-faktor Yang Dapat Hempengaruhi Besarnya Bagian
Harta Warisan Yang Diterima Janda

Sebagaimana lasimnya dalam .lingkungan
masyarakat Toraja pada umumnya bahwa salah satu faktor [:
vang sangat berpengaruh dalam parolehan harta warisan

adalah besarnya pengorbanan yang biasanya dihitung

dalam bantuk kerbau yvang dikorbankan pada saat

palangsungan upacara pemakaman pawaris. Hal ini dalam

=T

istilah setempat dikenal dengan istilah petuaran atau

pagrinding.

T p—

Tatapi dalam hal pewarisan janda terhadap harta

Warisan almarhum suaminya, patuaran atau pagqrinding

5 5 t
tidak ada pengaruhnya. Artinya maskipun janda turu

zah
berkorban (matuaq) pada saat pamakaman Jenaza

s B uhi '
almarhum pawaris, hal ini tidak mampéngar :

Karand

i an .
kadudukannya atas parnluhan harta wWaris

___—_#_E
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Fﬂ:u‘r'" tarsebut di lﬂlﬂ.u‘l-ﬂ M

bl-r'lﬂ.an “mlﬂ BE
ka

malainkan karena samat-mata

sabagal suatu

Petuaran seorang janda akan diparhitungkan clah
pihak keluarga pewaris dan dianggap sebagai suatu
utang dalam keluarga, sehingga keluarga pewaris yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar utang
tersebut bila janda atau salah satu dari keluarganya
mengalami hal yang sama wang dalam bahasa setempat

dikenal dengan istilah rambu solcg. Petuaran atau

pagrinding hanya mempunyal pengaruh dalam pembagian
harta warisan terhadap ahli waris anak dan ahli waris
lainnya dalam linghungan- kaluarga.

Lai® Tandi, tobalu tamanang (47 tahun) di desa
Rantetayo dalam wawancara dengan panulis (wawancara 3
Juni 199&4) menerangkan bahwa pada saat pamakaman
jenazah almarhum suaminya tahun 1980, ia turut
mengorbankan kerbau ssbanyak dua ekor. Satelah upacara
pemakaman jenasah galesai, diadakan pagtallang atau
pembagian harta warisan. Dalam pambagian tersebut

tidak parnah disinggung kalau dirinya telah banyak

berkorban saat upacara pemakaman. Harta warisan yang

diperoleh hanya satengah dari harta pancahariannya

bersama almarhum suaminya. Tetapi dirinya tidak pernan

i banyak parkorban.
mangungkit-ungklit bahwa ia telah W

- i T s sl ML T P e LS

- ——rm, =
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t“.lt.

adalah merupakan penghargaan yang pa1ing akhir kepad
&

almarhum suaminya. Dalam bahasa =8tempat ia mengatak
akan
“iatu lanan pura mo di patuqtun bagty dipetuaran lako

tomalamo membali puang,

di sanpga tugqtun emo ia to =ia

Artinya bahwa harta Wang

telah dikorbankan atau dipetuaran kepada o T

yang
dunia, dianggap sudah mancapai

tujuannya dan itu tidak perlu dipermasalahkan lagi.

telah meninggal

Kesimpulan seperti di atas mendekati apa yang
dikemukakan oleh Somba", pemuka adat desa Kurra
(wawancara, 14 Juni 1996) "jiatu petuaranta lako
tomata, pemali ke diingkog=ingkogi kumua den o upag
angku ampaqi tu paqgbaranganna, b.linna ia ri
tapeturanni tu apa sangadinna kamasorokan penanta ri”.
Maksudnya apa yang kita korbankan kepada orang yang
telah mati, tidak boleh digmbel-embali supaya kita
m!mplllrﬂlah barang-barangnya, karana hal yang demikian
dianggap sebagai suatu pemali (haram hukumnyal,

malainkan apa yang kita korbankan itu adalah karsna

kerelaan kita sendiri.

disini
galah satu faktor yand penulis kemukakan

i ta warisan
yang dapat mampangaruhl parolahan har

i dak=-adanya anak
seorang janda adalah faktor ada atau tidak-adany

i anda yang
yang dilahirkan dalam parkawinan. secrang 3 .

£ dangan
tidak mErI:II:lUI'I}'li- anak dalam Pﬂrhﬂﬂlﬂﬂﬁﬂ}'-ﬂ a

____#___'z.
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pewaris, ia hanya berhak ypt
uk memperole
h harta

warisan yang berupa bunga rag
qu Yaitu s
' atengah dari

Sed :
; angkan yang lainnya akan

_JFlnri pihak kaluarga PeEWaris
sedang janda yang mempunyai anak ia berhak mang i
uasa

Il;ﬂE.I.'I.I.IfUhHI'I bunga rakkag,

jatuh kapada ahli waris

ascara keseluruhan dari semua harta wWarisan pawari
ris,

baik berupa harta asal maupun harta pencaharian

barsama.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya
bagian dari harta warisan yang dapat diperolah janda
yang penulis dapatkan dalam masyarkat adalah hubungan
baik antara keluarga dari pesaris. Kalau sejak sesula
hubungan batin antara mereka sudah begitu erat dan
harmonis, maka dalam keadaan demikiaan dia dianggap
bukan lagi sebagai orang asing dalam keluarga bahkan
tidak tertutup kemungkinan akan diparsamakan sabagail
anak sandiri dari kelurga pewaris. gehingga tidak
tartutup kemungkinan akan memperoleh harta warisan

malebihi dari apa yang sebarnarnya manjadi hak atau

WEWSnangnya.

Hal tersebut yang tarakhir di atas dialami oleh

Sanda, janda 27 tahun yang mempunyai seorang anak yang
masih kecil. Diakuinya pahwa sejak perkawinannya
dengan almarhum suaminya dia dianggap dan diperlakukan

lah keluarga almarhum guaminya.

i h
Pada Tahun 1995 yang lalu, dia manjual sabidang tana
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yang merupakan harta warisan almarhum suyamg
fya dﬂﬂgan
alasan untuk keperluan Pengobatan

Menurutnya bahwa
dijualnya tanah warisan

terseabut karena atas

parmintaan keluarga pawaris {Mrtt.mrl-ya] Sementa {
= ra tu

pihak dari keluarga almarhum suaminya mengakui bahw
a
menantunya itu sudah dianggap sebagai anak

sendiri
menggantikan anaknya yang telah tiada.

Tetapi peanulis perlu tekankan disini bahwa
variabel yang terakhir hanya terjadi dalam —

kehidupan masyarakat, dan sama sekali tidak R
suatu katentuan hukum adat wvang diakui dalam
masyarakat.

Untuk mempercleh harta warisan yang barupa
borisan rinding, besar atau juuluhnya.targantung
kepada jumlah kerbau yang dikorbankan pada saat
upacara pemakaman Jjenasah almarhum, baik wang
dikorbankan oleh janda, maupun yang dikorbankan olah
pihak lain dari keluarga pewWaris.

Lazimnya dalam masyarakat dikenal dengan
istilah saluan bongi, yaitu suatu tingkatan upacard

rambusclogq yang disesuaikan dengan jumlah hewan

sambalian yang akan dikorbankan.

nda
Saat Berlakunya dan Barakhirnya Kadudukan Ja

Ssbagai Ahli Waris
. kunya kedudukan

ria
Menganai waktu atau saat ba

j{san almarhum
janda =ebagai akhli waris atas harta War
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5“&“1“?'1- dikenal blbﬂr'a.p‘ variabal

Yang umun
adalah bahwa Janda telah memparolah Rardac

hldu&uknn sahb

‘ L agai

ahli waris pada saat PaWaris telap meninggal o
unia,

Cengan meninggalnya pewaris, maka 380ala harta wari
: arizam

-1 aru
i‘“rl bﬂlE—ﬂ.I‘li dﬂilg‘ll ﬂllah. 5"1{.% H“ ‘i.t 1t“

pula penguasaannya atas harta warisan tersebut mulai

berlaku.

sedangkan mengenai tobalu tamanang (janda tanpa
anak) kedudukannya selaku ahli waris baru berlaku
sejak diadakannya paqgtallang atau pembagian harta
warisan. Pagtallang ini dapat diadakan pada saat
selesainva pelaksanaan pesta pemakaman jenazah atau
dapat pula diadakan pada saat sebalum ﬁulanqsungnn
upacara pemakaman. Hal ini tergantung kepada keinginan .
para ahli waris yang barsanghkutan. |
Bahkan sering pula pagtallang diadakan pada
saat kadua belah pihak masih hidup Bbila pasangan
suami-isteri tidak mempunyai anak. Maksud dari
pelaksanaan pagtallang ini yang diadakan ketika dua

pihak masih ada adalah untuk mancagah timbulnya

i tarjadi b
parbedaan pendapat nantinya yang mungkin akan ':I

dalam pembagian harta warisan.

anda sabagal i
Berakhirnya kekuasaan saorang J |

meninggal dunia, atau L

ahli waris, terhitung sejak i
maka pada |

a a i'
meskipun dia masih hidup petapi kawin lag

i
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saat ity barakhirlah kekuasaannyg atas ha
Fta warisan

pila masih ada anak van
9 di bawah
Umur

sStatuy
penguasaannya atas harta warisan et G
Ap barlakuy

meskipun kawin lagi sampai 4
nak yang akan
! Eanarima

warisan tersebut telah dewass

variabel lain vang penulis dapatkan dals

™

masyarakat bahwWwa sekalipun yang berzangkuan i
: masih

hidup (janda) dan tidak/belum kawin tetapi ada K
ana

yang membutuhkan harta warisan tersebut, maka ibu
L]

(janda) berkewajiban memberikan atau membaggi harta
warisan tersebut kepada anak yang membutuhkannya.
"piasanya hal ini terjadi pada saat ada anak yang akan
memasuki perkawinan. Sehingga penguasaan orang tua
akan barakhir pada saat dibagginya hlri:a tarsebut
kepada anak.

pengan melihat wvariabel-variabel tersebut di
atas, maka nampak bahwka tidak ada batasan waktu yang
pasti kapan berakhirnya status penguasaan janda atas
harta warisan almarhum suaminya. Melainkan targantung
pada suatu keadaan tertentu. Maksudnya sekalipun janda

masih hidup dan balum kawin, tetapli karena syatu

t
keadaan misalnya ada anak yans membutuhkan harta

tuk
warisan tersebut, maka janda parkawajiban untd
Aatau

nak .
menyerahkan harta warisan itu kapada A&

i

uﬁhiPUH dirinya Hﬂﬂiﬂ lﬂﬂi tﬂtﬂpi karana kuadﬂa" anak

¥an alk 1 £ L um dewasa, maka
=] an manérima HEPIIBH Dlrlﬂbut b




4.6

status PeNguasaannya tet
2P bar)
aky,

sabaliknya, meskipun adg anak Yang ak “eR3kLan
an mambutuhks

n

Karena keadaan orang tus
arssbug
pasilnya demi kebutuhan hidup

harta warisan tersabut tetapi

masih membutuhkan warisan

Hntu‘h dlnih
mati

maka

dia teta
atas harta warisan. P barhak
pandangan Hukum Adat Terhadap Yurisprudensi
N1 Yang
candarung Malihat Janda Sebagai Ahl4 S
rta
Warizan Almarhum Suvaminya

Kalau disimak secara sepintas, o
parsamaan antara yurisprudensi disatu pihak dan hikum
adat di sisi lain dalam memandang kedudukan janda atas
harta warisan almarhum suaminya. Baik hukum adat
maupun yurisprudensi sama sama memberikan hak bagi
janda untuk meampéroleh bagian dari harta warisan.
Tetapi kalau ditelusuri secara mendalam, terdapat
sedikit perbedaan. Karena yurisprudansi cendarung
melihat janda hanya berhak atas harta pencaharian
barsama, sedang hukum adat memungkinkan untuk
memparcleh baik harta asal maupun harta p-ncaha_.r*ian
bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan

pewaris. Ketantuan-katantuan yurisprudensi tersebut

dapat dilihat pada beberapa putusan Ma yang penulis

ya yaltu = putusan MA
393 K/Sip/1958,

ysan MA Mo. 1374

telah uraikan pada bab sebalumn
Ho. 320 K/sip/l950, Putusan HMA  MNo.
Putusan MA Ho. 2 K/Sip/195%, dan Put

K/Sip/1974.
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Kalau demikian,

ersabut yang lebih tepat dap dapat g
ambarikan jami

nan

fang jandaz_
kita berpegang pada Yurisprudenaj va
n

hidup yang labih banyak kepada asg
Kalay

i g han
nambarikan hak mewaris atas harta Pencaharian be il
reama,

maka akan timbul Permasalahan

kalauy

dalam
parkawinannya dengan pewaris balum mendapatkan

harta
p.nv:ahﬂ"“'m Dalam keadaan Yang demikian sudah jelas

bahwa seorang janda tidak mempunyai hak

apa-apa atas
harta warisan.

Hemat penulis bahwa merupakan suatu hal yang

sangat tidak manusiawi bilamana seocrang janda yang

talah relah mendampingi suami sejak perkawinan bahkan
sampai pada saat detik terakhir pemakaman jenazah,
bila tidak mempercleh sedikit bagian dari harta
warisan suaminyva tersebut. Karena sejak perkawipannya
dengan pewaris, ia talah menggantungkan hidup dan
segala harapannya kepada syaminya.

pemikian apa yang dikemukakan ocleh Y.T. Tanduk,
Kepala Desa Tapparan (wawancara, 2 Juni 1996) bahwa
seharusnya seorang Jjanda (tobalu) yang telah
ditinggalkan oleh suaminya perlu mendapatkan jaminan
hidup dengan memberikan kepadanya hak untuk memperolen

: ~ hanya
bR s harta-harta warisan dan tidak

tarbatas pada bunga rakkaq.

. ng hanya
Menanggapi putusan Ma diatas Lal

pian barsama,
membarikan hak mewaris atas harta pancaha

awancara, 1 Juni

{w
Kondo Ranta, Camat Rantetayo




19960 » manyatakan bahwa PUtusan tersebus |
u
“r.m tidﬂk ﬂll:hl:t. mnmb‘rihn mrlindurm f"‘ﬂ'ﬂ adil
a

N ¥Yang layay

E.hinﬂﬂl di
nilai
putusan ini tidak cocok Untuk ditery ainya

pagi kehidupan sSesorang Janda .

masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai=-nilaj
kekeluargaan. Selanjutnya Beljiay sangat mandukung
adanya putusan yang memberikan hak mewaris bagi
georang Jjanda yang tidak hanya terbatas pada harta
Fannaharian bersama, karena dengan putusan demikian
seorang janda akan lebih terjamin hidupnya.

pengan memberikan hak mewaris kepada secrang
janda yang tidak bhanya terbatas pada harta bersama,
maka dia akan memperoleh jaminan hidup dimasa yang
akan datang vang lebih cerah dibapding dengan zeorang
janda wyang hanya berhak atas harta bersama.

Panulis sangat mendukung adanya putusan MA yYang
secara tegas memberikan hak mewaris kepada seorang
janda vang tidak terbatas pada harta bersama saja,
tetapi meliputi Jjuga harta asal almarhum siuaminya.
separti putusan MA No. 302 K/Sip/1960, dan putusan M&
Mo. 13 K/Sip/1973, yang secara terang-terangan
menyatakan janda berhak mewaris bukan hanya atas harta
pencaharian tetapi Jjuga harta asal. Karena putusan

A ang lebih
tersebut selain memberikan Jjaminan hidup yang
gk dangan
layak bagi janda, juga dianggap ©0F -
ra hubung
masyarakat yang konsisten dalam memeliha

kan sifat
baik dengan keluarga lain dengan mengutama

kekaluargaan.




BAR 5
PENUTOUP

5.1 Epsjmpulan

perdasarkan pembahasan
pada b'ab_bab
terdahuly

- panulis mengambil kesimpulan Sebagal bapi
Fikut:

a. Georang Janda yang telah diti
inggal mati
alah
guaminya dan dalam perkawinannya telah dik L
aruniai

anak, maka ia berhak untuk memperoleh harta i
Warisan

barsama anak untuk dikuasai dan dinikmati hasilny
a?

baik harta asal maupun harta pencaharian bersama !

(bunga rakkag). Bila dalam parkawiman dengan

suyaminya tidak mempercleh anak, maka ia hanya

berhak memparcleh setengah dari harta bersama.
salain itu, janda baik yang mempunyal anak maupun
yang tidak mempunyai anak juga barhak atas barisan
rinding dari almarhum suaminya.

b. Menurut ketentuan Yyang berlaky dalam masyarakat
tidak dikenal adanya pembagian harta warisan antara

seorang janda dengan ahli waris anak. Kapens JoCe

emlaku orang tua dari anak Berhak menguasal

sepenuhnya sSemua hartz warisan. vang lazim dikenal

_ M
adalah pEmbEgiﬂn harta warlisan antara anak denga

. ' mana
anak atau ahli waris lainnyd. pambaglan

tua. Biasanya {

tergantung kepada 1bu selaku orand




pﬁﬂhagian di sini ﬂiﬂ&auaihan e

hebutuhan anak

rermasuk faktor patuaran an,

pelangsungan UPAcara pemakaman pewaris

Pada saat

Bila dal
1 am
prkawinan tidak ada anak yang dialhiey
an, maka
janda yang bersangkutan berhak mendapat
i + ®etengah
dari harta warisan bersama (bunga rakkagq)
q).

Patuararnt searang janda terhadap almarhun e
] aminya,

tidak mempunyai pengaruh terhadap harta wari
rlgan

yang akan diperolehnya. Faktor ada atau tidak
a
adanya anak vang mempengarubi jemis harta warisan

yang &kan diperoleh seorang janda. Janda yang

mompunyal anak berhak mempercleh keseluruhan jenis
harta warisan, sedangkan janda yang tidak mempunyai
anak (tobalu tamanang) hanya berhak atas harta
barsama. Hubungan batin yang sangat erat antara
seorang Janda dengan keluarga almarhum suaminya,
dapat mempengaruhi harta warisan yang akan

ditarimanya.

. Kedudukan Jjanda gelaku ahli wariz mulsi barlaku

sejak pewaris meninggal dunia. sadangkan untuk

janda yang tidak mampunyal anak, paru mulai barlaku

zejak diadakannya paqtallang {pembagian harta
warizan). Kedudukannya akan parakhir pada saal
neninggal dunia, atau meskipun sasih hidup tetapl
kawin lagi dan anak yand akan menarima Hafiﬂ%n
Atau dapat juga parakhir

tersebut telah dewasa.

e B e

rem i e ———




a anak yang mambutuhkan harta

padd saat ad way lwag

tersebut dan ibu telah membaggl harta tarashui

cepada anak yang membutuhkan,

AnEaTR hukum adat dan yurisprudensil pada dasarnya
tarleﬂt persamaan. Hamun kecendarungan yurls-
orudsnsi Yang hanya mambarikan hak mewarias kepada
japds yang. terBatsas pada narka berssan, dianggap
tidak sesuai dengan corak kahidupan masyarakat yang
nenjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan karens

ridak memberikan jaminan yang layak kepada seocrang

janda.

£3 Saran

1. Terhadap badan legislatif sebagai badan pembuat

undang-undang <alam negara Republik Indonesia,
supaya sSegera membuat suatu undang-undang yang
khusus menyangkut masalah kewarisan vang berlaku
secara universal.

Perlunya pihak HMA mamber ikan suatu putusan Yyang

dapat dijadikan standar hukum yang baku menyangkut

* masalah warisan agar tidak timbul kesan adanya

kesimpang-siuran putusan HMA yang mengatur
kedudukan janda atas harta warisan suaminya.

Mengingat betapa pentingnya masalan kewarisan,
maka hemat penulis adalah sangat wajar kalau pada
tiap-tiap daerah dibentuk suatu lembaga adat yang

khusus menangani masalah kewarizan.
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